
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR 17 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK HOTEL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATT WA|(ATOB|,
Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka peraturan
Daerah Kabupaten wakatobi Nomor 10 Tahun 2005 tentang pajak
Hotel, Penginapan dan Losmen perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten wakatobi
tentang Pajak Hotel.

Mengingat ; 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang panitia Urusan
Piutang Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik
lndonesia Nomor 210Q;

2. Undang-undang Nomor 1T Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian seng!9ta pajak (Lembaran Negara Repubtik
lndonesia Tahun 1gg7 Nomor 40, Tambahan Lembaran w'egara
Republik lndonesia Nomor 3684);

3. Undang-_Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan pajak
d91san surat Paksa (Lembaran Negara Republik lndoriesia Tahun
1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
fegara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusioin trlepotisme
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 19g9 Nomor 7s,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3g51);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OA2 tentang Pengadilan pajak
(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun z00i Nom or 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor a1g9);

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang pembentukan
Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kalbupaten Kolaka
Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lem6aran Negara
Republik lndonesia Nomor a339);

7- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Repubf ik lndonesia Nomor 43SS);

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lernbaran N-gara Republik
lndonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Leribaran N'egara
Republik lndonesia Nomor 43g9);

9. Undang-Undang Nomar 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Taliun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun zbog tentang



Menetapkan

Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah ([.embaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2008 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
(Le'nbaran Negara Republik lndonesia Tahun zoog-Nomor 11,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4g66);

1 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 200g tentang pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Repubrik
lndonesia Nomor 50a9);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 19gg tentang Koordinasi
Kegiatan lnstansi Vertikar di Daerah (Lembaran Negira Republik
lndonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tanrbahan LemSaran Negara
Republik lndonesia Nomor 3323);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2007 tentang pembagian
urusan Pemerintahan Antara pemerintah, pemerintahan Dairan
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2007 irlom or g2, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia llomor 4737);

14. Peraturan Daerah Kabupaten wakatobi Nomor 3 Tahun 200g
tentang uruoan pemerintahan yang menjadi xewenangan
Pemerintahan.Daorah Kabupaten \iVafatobi (Lembaran Daerah
Kabupaten Wakatobi Tahun 200g Nomor 3);

15, Peraturan Daerah Kabupaten wakatobi Nomor 5 Tahun 200gtentang susunan organisasi dan T'ata Kerja Dinas Daerah
Kabupaten wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten wakatobi
Tahun 2008 Nomor 5);

16. Keputusan Menteri Delam Negeri Nomor 170 Tahun 1g97 tentang
Pedoman Tata Cara pemungutan pajak Daerah;

17. Keputusan Menteri DalamNegeri Nomor 173 Tahun 19g7 tentang
Tata Cara Pemeriksaan di Bidang pajak Daerah.

Dengan persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN WAKATOBI

dan

BUPATI WAKATOBI

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAI(ATOBI TENTANG
PAJAK HOTEL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten wakatobi.



J.

4.

5.

Kepala Daerah adalah Bupati Wakatobi.

Dewan Penruakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wakatobi.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik
yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Nergara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayEsan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi
lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh Hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa
terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen,
gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan
sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain
yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender,
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan
melaporkan pajak yang terutang.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam
Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perund an g-undangan perpaj aka n daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data
obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai
kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak seirta pengawasan penyetorannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat
yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subyek dan obyek Pajak
Hotel sesuai dangan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti
pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan
formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat
pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok
pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan
atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

o.

7.
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19' Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalahsurat ketetap.an pajak yang menentukan jumlah pokok pi;ar sama besarnya
dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tioix ada rieOit pajak.

20. $yrat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang setanjutnya disingkat SKpDLB,adalah surat ketetapan p.giat<. qa1s. .lngirenturai lumtah k;tebihil pembayaranpajak karena. jumlah kredit pajdk teoitr besar daripada pajak v*g tdrrtang atauseharusnya tidak terutang.

21' Sula! Tagihan fajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untukmelakukan tagihan paiak danlatbn sanksi 
'adminiJtratif 

berupJ 
-nunga 

dan/ataudenda,

22' $ura! Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetutkankesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam p!n"-r"p"n ketentuantertentu dalam peraturan neryni31g-unoanian peipalaran daerah yang terdapatdalam surat Pemberitahuan Pajak ferutangisulai xeietap""F"l"i ilerah, $uratKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Sur"i keietapan pajak Daerah KurangBayar Tambahan, surat Ketetaian 3a;br< oieran Nihit, surit reGiapan pajak
Daerah Lebih Bayar, 9yt"t ragihan na;ir oalian, surat Keputusan pembetutan,
atau Surat Keputusan Keberatan.

23' Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadapSurat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan pajak Daerah, SuratKetetapan Pajak Daerah Kurang Bayir, surat retetgnan paiar paeian KurangBayar Tambahan, Surat Ketetaf,an bajak o""ran- Nihil, Surat retetapan pajak
Daerah Lebih Bayar, atau terhadap pemotonli atau pemungutan oreh pihakketiga yang diajukan oteh Wajib falaf.

24' Putusan Banding. adalah putusan..badan peraditan p3jak atas banding terhadapsurat Keputusan Keberatan yang diajuk"";1"; w;jio e"j"k.
25' Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untukmengumpulkan data dan informasi, keuangan /ang meliputi harta, kewajiban,modar, penghasiran dan biaya, serta jumrJn-r,Jrg" perorehan dan penyerahanbarang atau jasa, yang ditutup, dengLn 1',"nyrr"r1 .raporan keuangan berupaneraca dan laporan laba rugi untuk periooe Tahun pri"r terseout. 

- --"v,
26' Pemeriksaan adalah serangkaian 

.kegiatan menghimpun dan melgolah data,keterangan, dan/atau. bukti yang dila[sanak"n 
-"J""r, 

obyektif dan profesionalberdasarkan suatu.standar penieriksaan untuk menguji xi,p"tunun'plmenuhankewajiban perpajakan daeiah dan/atau untul tulu'an 'rain 
oa6m rangkamelaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

27 ' Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaiantindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk 
"mencari 

""rt" r"njrmiJl*an uurtiyang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang p"iJ"i5r"n daerahyang terjadi serta menemukan tersang-kanya.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2
Dengan nama Pajak Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Pasal 3
(1) obyek Pajak Hotel .adalah pelayanan yang disediakan oleh Hotel denganpembayaran, termasuk jasa penunjang r"5"gii reiengkapan Hotet yang sifatnyamemberikan kemudahan dan kenyamanan, termasux talititis orarrraga'Jan hiburan.
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(2) Jasa p.enunjang sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) adalah fasilitas tetepon,faxsimilo, teleks, internet, foto copy. Peldyanan cuci, ieteiiri, i[nrportasi dan
fasilitaE sejenis lainnya yang disediakan atau oiketola Hotel.

(3) Tidak termasuk obyek Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
8. l3sa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah atauPemerintah Daerah;

b. jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya;
c- jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
d. jasa tempat tinggal di Rumah sakit, asrama perawat, pantijompo, panti asuhan,panti sosial lainnya yang sejenis; dan
e' jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diselenggarakan oleh Hotelyang dapat dimanfaatkan oleh umum,

Pasal 4
(1) Subyek Pajak Hotel.adalah_or9ng pribadi atau Badan yang metakukan pembayaran

kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hoter.
(2) Wajib Pajak Hotel adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Hotel.

DAsAR pENGENAAN, rARrF r^iniJlN cARA pERHTTuNGAN pAJAK

Paeal 5

adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya
Dasar pengenaan pajak Hotel
dibayar kepada Hotel.

Pasal 6
Tarif Pajak Hotel ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).

Pasal 7
Besaran pokok Pajak .H9!el yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam Paial 6 denlan oasai pengenaan pajak sebagaimanamaksud dalam pasal 5.

w'LAyAf#JU"ouro*

Pasal 8
Pajak Flotel yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat Hotet berlokasi.

BAB V
TASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

PAJAK DAERAH

Pasal 9

Y1tt. Pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulanTakwin.

Pasal 10

l3j3[ terutang dalam masa paiak terjadi pada saat Pembayaran Hotel atau penerbitan
SKPD.



(1)
(2)

Pasal 1i
Setiap wajib Pajak wajib mengisi SpOp.
SPOP sebagaintana dimaksud pada ayat (1) harus diisi ciengan jelas, benar dan
lengkap serta di tandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(3) Bentuk, isi s€rta tata cara pengisian dan penyanrpaian spop dit€t€pkan oEh
Kepala Daerah.

BAB VI
PENETAPAN PAJAK

Pasal 12

(1) Berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam pasat 11 ayat (1) Kepala
Daerah menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan sKpD.

(2) Bentuk, isi dan cara penerbitan SKPb sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB VII
PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Tata Cara pemungutan

PasEl 13

(1) Pernungutan Pajak dilarang diborongkan.
(2) Setiap Wajib Pajak wajib membayar Pajak yang terr-dang berdasarkan suratketetapan pajak atau dibayar sendiri oen wiliu pajak berdasarkan peraturan

perundang undangan perpajakan.
(3) Waiib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan berdssarkan penetapan KepataDaerah dibayar dengan menggunakan' 

-srpo 
atau dokumen lain yang

dipersamakan.
(4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagairnana djmaksud pada ayat (S) berupa

karcis dan nota perhitungan.
(5) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban_ g_epajakan sendiri dibayar dengan

menggunakan SPTpD, SKPDKB, dan/atau SKPDKbT

Pasal 14
(1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerahdapat menerbitkan:

a. SKPDKB datam hal:

1" iika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang
terutang tidak atau kurang dibayar;

2' jika SFTFD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu
tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan piOiwat<tunya
sebagaimana ditentukan datam surat teguran;

3' jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung
secara jabatan.

b' SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belumterungkap yang menyebabkan penambahan lumlah pajak yan{terutang.

*



c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

(2) Junrlah kekurangan pajak yang ten-rtang clalanr SKPDKB sebagainrana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi adrninistratif berupa
bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau
terlambat dibayar untuk jangka waktu pating tama 24 (dui putuh empat) butan
dihiltung sejak saat terutangnya pajak.

{3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenajkan sebesar rcO%
(seratus persen) darijumlah kekurangan pajak tersebut.

(4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib pajak
melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

(5) Jumlah pajak yang terutang dalam $KPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a angka 3 dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar ZS;/o gua
puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2o/o (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambatu*t?i 

llllHll i*gtll HeffiH Baiing lsixfi it tdufr Bultln bmpstt bitlitt ninnunu Eelnf

E88ttErUtSnEnllr EsEti
* 

pasal lS

,"$.is$*d[i1{:;;nii:[##di[ffr.l;'t"ffi n"i:ii'.'s*i3i.??'"',,?i

'''ffli*:ii jif [i?,J,i]::*il1i:s,?T3'3[ffi At;:,''Sl[#,"+":";5;j#::
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) dan ayat (5) diatur dengan peraturan-Kepala
Daerah.

Bagian Kedua
Surat Tagihan Pajak

Pasal t6
(1) Kepata Daerah dapat menerbitkan STpD jika:

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. dari hasit penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat
salah tulis dan/atau salah hitung;

c. Wajib Pajak dikenakan sanksiadministratif berupa bunga dan/atau denda.
(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2o/o (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak

. saat ter utangnya pajak

(3) SKPD yalg tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan
sanksi administratif berupa bunga sebesar z% 6ua persen) sebltan dan ditagih
melaluiSTPD.

Bagian Ketiga
Tata Gara Pembayaran dan penagihan

Pasal 17

(1) Kepala Daerah menentukan tanggaljatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak
yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerla setelah saat terutingnya pajak
dan paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggalditeiimanya SppT olgn Wajibpajak.



*

(2) SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, S-[PD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak
yang harus dibayar bertambah merupakan dasar oenagihan pajak dan harus
dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

(3) Kepala Daerah atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang
ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Walib Pajak untuk mengangsur
atau menunda pembayaran pajak, 'dengan dikenakan bunga sebesar 2o/o (dua
persen) sebulan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat
pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 18

(1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang
tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan
Surat Paksa.

(2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

Bagian Keempat
Keberatan dan Banding

Pasal 19

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk atas suatu:
a. SPPT;
b SKPD;
c. SKPOKB;
d. SKPDKBT;
e. SKPDLB;
f. SKPDN; dan
g. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan

peratura n perundang undangan perpajakan daerah.

(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa lndonesia dengan disertai alasan-
alasan yang jelas.

(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak
tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), kecualijika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak
dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujuiWajib Pajak.

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga
tidak dipeftimbangkan.

(6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah atau
pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos
tercatat sebagaitanda bukti penerimaan surat keberatan.

Pasal 20

{1) K:pala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal
Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.



(2) Keputusan Kepala Daerah atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau
sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Kepala
Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

Pasal 21

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan
Paiak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa lndonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga)
bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan
tersebut.

(3) Pengajuan permohonan banding nrenangguhkan kewajiban membayar pajak
sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 22

(1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditembah inrbalan
bunga sebesar 2o/o (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan.

(2) lmbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung selak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKpDLB.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak
dikenai sanksi administratif berupa iJenda sebesar 50% (lima putun perien; dari
jumlah pajak berdasarkan keputusan'keberatan dikurangi dengan pajak yang tetah
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif
berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau rlikabulkan sebagian, Wajib pajak
dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 1o0o/o (seratus perien) dari
jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pernbayaran pajak
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kelima
Pembetulan, Pembatalan, pengurangan Ketetapan dan
Pen g hapusan atau Peng u rangan Sanksi admin istratif

Pasal 23

(1) Atas permohonan*WajiO Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah dapat
mermbetulkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau srpD, sKpDN aiau
SK.PDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan
hitr.rng dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala Daerah dapat:

a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda,
dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundangundangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena-kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan sppr, sKpD, sKpDKB, sKpDKBT atau
STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
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c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau
diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang ber'dasarkan pertimbangan
kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu obyek pajak.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VIII
PENGEMBALIAN KELEBI HAN PEtt'I tsAYARAN

Pasal 24

(1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
peng6mbalian kepada KepBla Daerah.

(2) Kepala Daerah dalam langka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pemhayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), harus mernberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayal (2) dilampaui dan Kepala
Daerah tidak memberikan suatu keputusan, Permohonan Pengembalian
Pernbayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam
jangka waktu paling lama 1 (satu) butan.

(4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak
sepagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi
terl,sbih dahuiu utang pajak tersebut.

(5) P..engembalian kelebihan pembay'aran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak iiternit{anny|
SKPDLB.

(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua)
bulan, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua peiseni
sebulan atas ketorlamlratan pembayaran kelebihan fembayaran pajak.

(7) Tata care pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 25

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui
yaktu 5 (lirna) tahun. terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuati apabila Wajib
Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh
apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat paksa atau;

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak
langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran den Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada
?yat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat
Paksa tersebut.
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(4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan nrasih mempunyai
utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintalt Daerah.

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan

Bembayaran dan pennohonan keberatan Wajib Pajak.

Pasal 26

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melakukan penagihan
sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

(2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah
kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 27

(1) Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit
Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan
pembukuan dan pencatatan.

(2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omzet serta tata cara pembukuan atau
pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala
Daerah.

Pasal 28

(1) Kepala Daerah benrenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dalam rangka melaksanakan Peraturan
Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang
menjadi dasamya dan dokumen lain yang berhubungan dengan obyek Pajak
yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap
perlu dan memberikan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. lrlemberikan keterangan yang diperlukan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Pajak diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

BAB XI
INSENTIF PUNGUTAN

Pasal 29

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi
pencapalan kinerja tertentu.

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimal<sud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

insentif atas dasar

ditetapkan melalui
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BAB XII
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

(1) $etiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang' ' 
diketihui atau diberitahukan k6padanya oleh Wajib Pajak dalam ian$ka jabatgn

atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

(Z) Larin:gan sebagaifiaha dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenage ahli
yang ditunjuk oieh Kepala Daerah untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) dan Ayat (2)

adalah :

L Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam

sidang pengadilan;

b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk
memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi
pemerintah yang benruenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan
daerah.

(4) Untuk kepentingan daerah, Kepala Daerah benvenang memberi izin tertulis kepada
pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti
tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

(5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata,
ates peiiTintaan hakim sesuei dengan Hukum Acara Pidana dan Hukuttt Acara
Perdata, Kepala Daerah dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana
dimakeud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
untuk memberikan dan memperlihatkan buKi tertutis dan keterarrgan Wajib Pajak
yang ada padanya.

(6) Pr:rmintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama
tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara
ptlrkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

,r"s?#l*
Pasal 31

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi
we$,enang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang_Perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum
Acara Pidana.

(2) fe.nVilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipit
tertentu di lingkungan pemerintah Daerah yang oianlxat ben pejabit yang
benrenang sesuai ketentuan peraturan perundang-unCangan

(3) wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) addtah :

a' menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan Cengan tindak
pidana Perpajakan;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
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d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain yang berkenaan dengan tindak
pidana dibidang Perpajakan Daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan
tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas
orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j. menghentikanPenyidikan;dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di bidang perpajakan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Llmurn
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara lndonesia, sesuai dengan ketentuan yang
diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar atau tidak iengkap aiau meiampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 1(satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah
pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi
dengan tidak benar dan tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak
benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

Pasal 33

Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka
waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pa3at Jtau
berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

Pasal 34

(1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang karena
kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat 1 dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama i
(satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

(2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang dengan sengaja
tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak
dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud daiarn Pasal 26 ayat 1 dan
ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana
denda paling banyak Rp. 10.000.000,- (seputuh juta rupiah).

(3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2)
hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaanya diranggar.
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(4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan
sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku
Wajib Pajak, karena dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 35

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 30 ayat 1 dan ayat (2)
merupakan penerimaan negara.

BAB XV
KETENTUAN PERALIH.AN

Pasal 36

(1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Pajak yang masih terutang berdasarkan
Peraturan Daerah mengenai Pajak Hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1), sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan masih
dapat ditagih selama jangka waktu 5 (tima) tahun terhitung sejak saat terutang.

(2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Wakatobi Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pajak Hotel, Penginapan dan Losmen
dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai
pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kipala
Daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi.

Ditetapkan di Wangi-Wangi
pada tanggat 24-U- 2O1O

HUGUA
Diundangkan di .Wangi-
pada tanggal 24 - tt'
SEKRETARIS DAE TEN WAKATOBI,

o

t7LEMBARAN DAERAH PATEN WAKATOBI TAHUN 2O1O NOMOR
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